
 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH 

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 

NOMOR 7 TAHUN 2008 

T E N T A N G  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 

SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

 
Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi 

Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata 

Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020 

dirasa perlu menata kembali Lembaga 
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Teknis Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota 

Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 

tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati 

II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto 

/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 59); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian  Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4263); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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